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KATA PTNGANTAR

@ngart mengucapkan puji syukur kepada Allah SW'T, karena berkat

Rahmat dan Kanrnia-Nya kami dapat menyelesaikan Pen5rusunan Laporan

Kinerja Triwulan II Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun Anggaran 2OL9. l.a.poran ini disusun dalam rangka memenuhi

ketentuan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun L999 tentang Akuntabilitas

KinerJa Instaasi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas

pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaAn terhadap sumber daya

manusia yang ada serta ketatalaksanaan yalg berlaku yang diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mafli lapo:gn, antara lain mengurAika$ tentang capaian Indikator

Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut dengan

tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Demikian traporan ini kami sampa.ikan, semoga Laporan Alin*ntabiii-tas

Kineda ini dapat menjadi media pertanggungiarnaban kinerja serta

peningkatan kine{a bagi selunrh perangkat organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Juli 2Ol9

NIP. 19611016 198503 I AA7
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BAB I
PENDATIULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2AA Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan

pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggqngiawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan

atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-

SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungiawaban yang

berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi

pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara

baik dan benar (Good Governance) berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan

serta dapat dipertanggungiawabkan kepada

Terwqiudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan

akuntabilitas merupakan harapan semua pihak, berkenaan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungiawaban yang tepat, jelas, terukur dan legimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungiawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

Lggg Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2Ol4 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut

menyatakan bahwa azas-zas umum penyelenggaraan negara meliputi

kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, p-zas kepentingan

umum, azas keterbukaan'l, az,as proporsionalitas dan profesionalitas serta

akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir



kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan men5rusun laporan kinerja sebagai penrujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dina.s Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat

kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Topuksi ini sesuai dengan

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

\.2, Tugas Pokok dna I'nngsl SKPD

Dinas Perhubungan l(aabupaten Hulu Sungai Selatan adalah

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urus€u-r wajib pemerintahan

bidang Perhubungan, sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (lU
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahua 2AL6

tentang tentang Pembenttrkan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perhuhungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

pada pasal 4 ayat (1) adalah membantu Bupati dalam melaksanakan
{.

urusarl pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu

lintas angkutan sungai dan danau, serta tugas-tugas lain yang diberikan

Bupati sesuai perahrran perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana keda Dinas

Perhubungan;

b. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan

lalu lintas angkutan sungai dan danau;



c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan
jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang lalu lintas dan

angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

e. Evaluasi dan pelapor€rn kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan
jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Sctretariat.
T\rgas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, serta

tugas lain yang diberikan Kepa1a Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut

a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran

Dinas Perhubungan;

b. Pembinaan dan pemberian dufamsan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum,
hubrlngan rnasyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi-

c. Pembinaan dan penataaan organisasi dan tata laksana;

d. Pelaksanaan koordinasi dan penJrusunan peraturan perundang-

undangan;

e. Pengelolaan barang miliklkekayaan Negara/daerah;

f. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas

Perhubungan;

g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;

h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan,

perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai



Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Uaum dan Kepegawaiaa

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan surat men5rurat, kearsipan, inventarisasi

barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas

dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan

ketetalaksanaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencErna kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Melaksa:rakan tata usaha dan kearsipan;

c. Menyiapkan bahan dan men5rusun Rencana Kebutuhan Barang

Unit {RKBU} dan Rencana Tahunan barang Unit (RTBU} sesuai

usulan masing-masing Bidang;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran,

penghapusan dan pemindahtanganan barang;

e. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi

barang;

f. Melaksakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan

akomodasi tamu, masyarakat dan keprotokolan;

g. Melaksanakan pengelolaan Llrusan rumah tangga, keamanan dan

kebersihan lingkungan kantor;

h. Menyiapkan bahan dan menJrusun rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi
kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

I
pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai

meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan,

pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum
pegawai;

k. Menyiapkan bahan, telahaan dan melaksanakan per{rusunan

peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

1. Menyiapkan bahan dan mengelolan tata usaha kepegawaian

meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi

^ 1^^^- ^: .



b.

m. Men5rusun Standar Operaional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugas.

Sub Bagiaa Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan penyusunan progracr dan rencana kerja

serta evaluasi dan pelaporan dan men5rusun rencana anggaran,

pengelolaan adminitrasi keuangan dan pertanggungiawaban

keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagran

Perencanaan dan Keuangan;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan

petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan, akuntansi dan verilikasi keuangan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pen5rusunan anggaran dan

melaksanakan urus€rn perbendaharaan, pengelolaan penerimaan

negara bukan pqiak, pengujian dan penerbitan surat perintah

pembayaran;

d. Menyiapkan bahan penJrusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan
perubahan anggaran dan melaksanakan urusan gaji pegawai;

e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam

rangka penjrusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan,
jangka menengah maupun jangka panjang dan menyiapkan bahan

J

pengesahan dokumen anggaran;

f. Men5rusun rencarla anggar€m belanja tidak langsung, anggaran

belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan dan

menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pen1rusunan rencana

anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan dan

menyiapkan bahan dan men5rusun laporan pertanggungiawaban

keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;

h. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola

perbendaharaan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan
:



Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa

data dengan bidang LLAJ dan LLASD dan penyiapan pemantauan

tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi;

Menyiapkan bahan dan menlrusun konsep laporan kegiatan dinas,

baik laporan rutin maupun laporan insidentil dan menJrusun

Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan;

k. Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh Sekretaris sesuai

bidang tugas.

2. Bidalg Lalu Lintas Asgkutaa Jalan
Tugas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah

pengendalian, peng€rmanan, pembinaan, pengawasan,pengujian

kelaiakan angkutan jalan. Fungsi Bidang I"alu Lintas Angkutan jatan

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian lalu
lintas, prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran

dan pengujian angkutan umum;

b. Penyusunan program pengawasan dan pengendalian lalu lintas,
prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran dan
pengujian angkutan umum;

c. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu
lintas, prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran

dan pengujian angkutan umum;

d. Evaluasi dan pelaporan program pengawasan dan pengendalian
!-
lalu lintas,prasarana dan perambuan jalan, pembinaan

perparkiran dan pengujian angkutan umum;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari:

1. Seksi Operasional Pengendalian Lalu Lintas, Prasarana dan
Perambuan Jalan.

Seksi Operasional Pengendalian Lalu Lintas, Prasarana dan

Perambuan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian

lalu lintas , pemeliharaan prasarana dan perambuan jalan serta

1-

J.



a. Men5rusun rencana kegiatan seksi operasional pengendalian

Lalu Lintas, Prasarana dan Perambuan Jalan dan ApILL;

b. Menyusun petunjuk teknis operasional pengendarian lalu
lintas, prasarana dan perambuan jalan dan ApILL;

c. Melaksanakan operasional kegiatan pengendalian lalu lintas
angkutan jalan, prasarana dan perambuan jalan dan ApILL;

d. Menyiapkan dan melaksanakan operasional pengendalian lalu
lintas angkutan jalan;

e. Menyiapkan bahan pemeliharaan prasarrrna dan perambuan
jalan dan APILL;

f. Meaganalisa angka penyebab kecelakaan dan titik kemacetan;

g. Memfasilitasi kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

h. Menyiapkan bahan kegiatan Pemilihan pela-iar peropor

Keselamatan Tingkat Kabupaten, Tingkat provinsi dan Tingkat
Nasional;

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2. SeLsi Bina Usaha dan Keselamatan Angkutaa Jeler.
seksi Bina usaha dan Keselamatan Angkutan Jalan mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan pengusaha angkutan rlmum,
pembinaan keselematan angkutan jalan dan pengujian kelaiakan
angkutan umrf.m, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan seksi Bina usaha dan

. Keselamatan Angkutan Jalan;t'
b. Menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis pembinaan

pengusaha angkutan umrrm, pembinaan keselamatan
angkutan jalan dan pengujian kelaiakan angkutan umum.

c. Memflasilitasi Jemaah, H4ii dan memfasilitasi pemilihan Abdi
Yasa Teladan Tingkat Kabupaten, Tingkat provinsi dan Tingkat
Nasional;

d. Menyiapkan tempat pengujian kelaiakan angkutan umum;
e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengusaha

angkutan, keselamatan angkutan jalan dan pengujian

kelaiakan angkutan umum.



f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Lalu

Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Termlnal dan Petparkiran

Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan

pemungutan retribusi pada terminal angkutan umum dan

pemungutan retribusi parkir, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan Seksi Terminal dan Perparkiran;

b. Men5rusun petu4juk teknis kegiatan Seksi Terminal dan

Perparkiran;

c. Melaksanakan operasional pemungutan retribusi terminal dan

perparkirarr;

d. Menyiapkan bahan pembinaan pengelola perparkiran;

e. Melaksanakan lcegiatan pengawasan parkir liar;

f. Melaksanakan hrgas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugas.

3" Bidaag Lalu Llntas Angtutan Suogtl dan llareu
Tugas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah

pengendalian, pengaman€rn, pembinaan, pengawasan angkutan

sungai dan danau, prasar€u2a dan perambuan.

Fungsi Bidang IaIu Lintas Angutan Sungai dan Danau sebagai

berikut:

a. Pen5rustul€rn

pengawasan

perambuan;

b. Pelaksanaan
{
pengawasan

perambuan;

Koordinasi pengendalian, pengamanan, pembinaan, pengawasa.n

angkutan sungai dan danau, prasarana dan perambuan;

Evaluasi dan pelaporarl pengendalian, pengamanan, pembinaan,

pengawasan angkutan sungai dan danau, prasarana dan

perambuan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau terdiri dari:

program pengendalian, pengamarla,n, pembinaan,

angkqtan sungai dan da1au, prasararla dan

program pengeadalian, pengam€ulan, pembinaan,

angkutan sungai dan danau, prasarana dan

C.

d.



1. Seksi Operasional Lalu Lintas Su.Bai dan Danau, Prasarara

dan Perambuan

Seksi Operasional Lalu Lintas Sungai dan Danau, Prasarana dan

Perambuan mempunyai tugas pengendalian lalu lintas sungai

dan danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan pengendalian lalu lintas sungai

dan danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

b. Melaksanakan kegiatan pengcndalian lalu lintas sungai dan

danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

c. Menyusun petuqiuk teknis pengeadatian IaIu lintas sungai dan

danau, perneliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

d. Melaksanakan koordinasi pengendalian latu lintas sungai dan

e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugas.

2. Sski Bira Angtuhn Sungai llanau daa Felabuhan

Seksi Bina Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan bagi pengguna angkutan sungai

danau dan petabuhan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun renc€tna kegiatan Seksi Bina Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan;

.tb. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengguna angkutan sungai

danau dan penyeberangan;

c. Menyiapkan bahan dan koordinasi pembinaan pengguna

angkutan sungai danau dan pelabuhan;

d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugas.

4. Unit Pelaksana Teknis Dlnas (UPTDI

I.3, Isu Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Suneai Selatan. menemui berbaeai



1. Kurangnya kesadaran masyarakat memelihara dan menaati rambu -

rambu & APILL

2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan menguji kendaraannya

tepat waktu

3. Terbatasnya jumlah personil Dinas Perhubungan yang kompeten;

4. Terbatasnya anggaran pengembangan dibidang perhubungan.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penJrusunan Laporan Capaian Kinerja

Tahunan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten HuIu Sungai Selatan

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. urrdang-undang Nomor 17 Tahun 2oor tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional {2OO5-2O2 5) ;

7. PerA.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2or tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor L 1 Tahun

2Ot3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2074 - 2Ol8;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun

2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



(kmbaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2OL6

Nomor 1.3);

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6l Tahun 2Ot6

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun

2AL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
:rl

Kabupaten H
i!r;i:ii;#n

12. 19*,,68 Tahun 2015



2.L

BAB II
PERTNCAITAAIT KINER.'A

Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui

proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran

daripada Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan

untuk jangka waktu 5 tahun dari tahun 2At9-2O23.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan

pola pertanggungiawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian

'akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi

akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2Al9-2O23

sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
I

Pen5rusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupetn

Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan

dengan proses pen)rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2AL9-2O23, sehingga

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten HuIu Sungai Selatan yang merupakan



rencana keda Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di

muat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada

satu tahun mendatang.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana

tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk
diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan

dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategrs, Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat

membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi

pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan Visi,

Misi dan Strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan

hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang Visi, Misi dan faktor-

faktor kunci keberhasilan.

a. Visi

Visi Dinas Perhubunga.n Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

.6 TERWIIJI'DITTA PEI"AYA}IAI{ SERTA SISTTU TRAI{SFORTASI

YAITG AUAN DAIT IIYAMAII C

b. Misi

Sesuai dengan visi tersebut diatas, misi yang diemban oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di bidang

tt'ansportasi angkutan darat, sungai dan danau.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana

angkutan darat, sungai dan danau.

3. Meningkatkan kapasitas kinerja dan pelayanan dibidang

perhubungan.

c. Trrjuan, Sasaran dan Indikator KlnerJa Slasatan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu, kepada pernyataan Visi dan Misi s,erta

didasarkan oada Sasaran dan Indikator Kineria Sasaran



2.2

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Hubungan T\rjuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel2.l
TuJuan, Sasaran daa Indikator KinerJa Sasaran

Diras Perhubungan Keb. HSS

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PERIOgIM.PAN/ 5l2OO7 tentang

PedomLn Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

satu tujuan strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat

Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi.

NO TUJUAfi SITSARAN INDIIIATOR IIIISER.IA SASARATT

, 2 s 4
1 Mengendalikan

infrastruktur
ekonomi yang
berkualitas.

Meningkatnya tata
kelola lalu linta.s
anglutan jalan.

Persentase penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas darat.

2 Mengendalikan
infrastruktur
ekonomi yang
berkualitas.

Meningkatnya tata
kelola lalu lintas
angkutan sungai
dan danau.

Persentase penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas sungai dan
danau.

3 Meningkatkan
kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
oemerintah

Meningkatnya
kulaitas
akuntabilitas
kinerja instansi
oemerintah

Nilai/predikat AKIP



Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2Ol9 sebagai

berikut:

Tabel2.2
Indltator KlnerJa Utama Tahun 2Ol9

Dl-as Perhubungan Kab. HSS

IIo
Kinerja

Utana/ Outcomes /Tujuan
Sasaran

Indlkator KiaerJa
Sasaren

Peqlelesan/Form
Perhltungan Sumber Data

I Meninglatnya tata kelola
lalu lintas angkutan jalan

Perseqtase
penurunan tiqgkat
kecelakaan lalu
lintas darat

Jumlah
keeelakaan tahun
n dibagi jumlah
kecelakaan tahun
n-l dikali 1OO

Bidang Lalu
Lintas Angkutan
Jalan

, Meningkatnya tata kelola
lalu tintas angkutaa
sungai dan danau

Persentase
penumnan tingfuat
kecelakaan lalu
lintas sungai dan
danau

Jumlal:
kecelakaan tahun
n dibagijumlah
kecelakaan tahun
n-t dikali LOOO

Bidang Lalu
Lintas Angkutan
Sungai dan
Danau

3 Meningkatnya kualitas
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

Nilai/predikat AKIP Hasil evaluasi
AKIP dan
keuansan daerah

Sekretariat

2.4 PerJanJian Kinerja Tahun 2OL9

Perjanjian Kineda pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif,

tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek

ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut, dengan begitu,

penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan

struktur org€rnisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-

intervensi dari pihak yang tidak bertanggungiawab.

Pen5rusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan

dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Al4 kntang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja

dan ta.ta cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam

PERMENPAN No. 53 tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan

lembar/dokumen yang berisi penugasan dari Bupati/Walikota sebagai

pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.



mencakup outcome yarrg dihasilkan dari kegiatan tanun-tanun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kinerja sebagai berilart:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antar Bupati dan Kepala SKPD unhrk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebogai dasar evaluasi kinerja

aparatrrr;

c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuart

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi (reutand and' punt'shrnenQ;

d. sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan

SKPD;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

PerjanjianKinerjayangdilakukanantaraBupatiHuluSungai

selatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai selatan

dapat dilihat sebagaimana table berikut:

Tabel2.3
PerJadtan KlnerJa Tahul 2OL9
Dtnas Perhuburgan Kab. IISS

I{o Sasaran
Strategls

Indlkator KtaerJa
Sacaraa

Satrran Target

1 MeningkatnYa
tata kelola lalu
lintas anglutan
ialan

Persentase Penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas darat

o/o 82,86

2 MeningkatnYa
tata kelola lalu
lintas angkutan
sungai dan
danau

Persentase Penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas angkutan sungai
dan danau

o/o O (tidak
terjadi)

3 MeningkatnYa
kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi

Nilai/predikat AKIP NilAI



BAB III
AI(INTABILITAS KINER.IA

Akuntabilitas Laporan Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk

pertanggungiawaban kinerja triwulan II yang memuat realisasi kinerja

yang diperjanjikan selama Tahun Anggaran 2019. Dalam bab ini juga

akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran

tahun 2A19.

3.1. Capaian Indikator Kiaerja Utama

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator

Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan lndikator Kinerja Sasaran

seperti pada grafik berikut:

Indikator kinerja sasaran ke 1

Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas darat

50,oo70

40,aao/o

30,oo%

20,aovo

10,oo70

rTarget
nCapaian

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa masih tingginya

angka kecelakaan pada lalu lintas darat/jalan dengan target tahun

2OL9 yaitu 29 kejadian kecelakaan atau 82,860/o penurunan angka

kecelakaan dibandingkan tahun lalu, sedangkan pada triwulan II tahun

2Ol9 menargetkan 7 kejadian kecelakaan atau 2o,7lo/o penurunan

angka kecalakaan, tetapi sampai dari bulan April sampai dengan bulan

Juni 2019 jumlah kecelakaan mencapai 12 kejadian atau 48,28o/o.



Indikator Kinerja Utama ke 2
Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas ang$utan

sungai dan danau

100,oo%

80,0070

60,OO%

4A,OOo/o

2A,AOVI

o,oo70
Target Capaian

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa minimnya kecelakaan

pada lalu lintas sungai dan danau.
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ur:aian langl<ah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan
pencapaian sasaran dan analisanya disajikan pada bagran bawah ini :

Pencapaian sasaran yang pertama diukur meralui satu
Indikator Kinerja Utama dengan target realisasi yang telah diperoleh
sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabcl3.2
Saseraa Iadllator fiaerJa Utana Fertsrn

ltiwtat rt]ore

Untuk meningkatkan tata kelola lalu lintas angkutan jalan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja
sasaran yang pertama , yaitu persentase penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas darat/jalan kami menargetkan triwulan II tahun
2ol9 sebesar 2o,7lo/o dengan pengukuran yaitu Jumlah kecelakaan

sampai dengan bulan Maret dibagi jumlah target kecelakaan tahun n
dikali 1O0.

Sasaraa Strategis
I

Icdl&ator IGaerJa
Sasaran Strategis Taryet Capaian

Meningkahrya tata
kelola lalu lintas
angkutan jalan

Persentase perrurun€ul
tingt<at kecelakaan latu
lintas darat/jalan

2O,7la/o 48,280/a



Pencapaian sasaran strategrs yang kedua diukur melalui satu

Indikator Kinerja Sasaran dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel3.3
Sasaran Indllator KtaerJa Utama Kedua

lHvulan I2019

Untuk meningkatkan tata kelola lalu lintas angkutan sungai

dan danau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Indikator

Kinerja Sasaran yang kedua , yaitu persentase penurunan tingkat

kecelakaan lalu lintas angkutan sungai dan danau kami menargetkan

triwulan II tahun 2OLg sebesar O% (tidak terjadi) dengan pengukuran

yaitu Jumtah kecelakaan sampai dengan bulan Maret dibagi jumlah

target kecelakaan tahun n dikali 1OO.

.:::r:l:rlit*:li: ,iil,,:i]r:;ii;.&fi&
i:::,i.::iitl:::i!-ii*.jt*I*itt .,

Pencapaian sasarat! yang ketiga diukur melahri satu Indikator

Kineda Sasaran dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebagbrimana tabel di bawah ini :

Tabel3.4
Sasarea Iadiletor KlnerJa Utens kctiga

IHsuIan l20l9

Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas

Perhubungan sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran yang ketiga,

Slasaran Sltretegls Indl&ator XlnerJa
Sasares S'trategts Target Capaian

Meningkatknya
tata kelola lalu
lintas angtcutan
sunsai dan danau

Persentase penurunan
tingfuat kecelakaan lalu
lintas angkutan sungai
dan danau

O (tidak
terjadi)

O (tidak
terjadi)

Sasataa Strategis Indrketor KtaerJa
Sasaraa Strategis Target Capalan

Meningkatnya
kualitas akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah

Nilai/predikat AKIP



.f srr.rrrrrrrlrEarr Aa.uupaterr rlutu Dungal seratan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase
capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 1oo%
termasuk pada angka capaian kinerja sebesar Laoo/o. selanjutnya
berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilatmkan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab tercapai atau tidak tercapainya yang diharapkan.

Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana di
bawah ini:

Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnya tata kelola lalu
lintas angkutan dxat/jalan dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu
Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan
darat/jalan dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kecelakaan tahun n .,. 1,.,^
Jumlah kecelakaan tahun n-l ''\ r'vt'

Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya tata kelola lalu
lintas angkutan sungai dan danau dengan Indikator Kineda Sasaran
yaitu Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan

I
sungai dan danau dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kecelakaan tahun n .!. r n^
Jumlah kecelakaan tahun n-I /\ rv\'/

sasaran strategis yang kelima yaitu Meningkatnya kualitas
akuntabilitas kineria instansi pemerintah dengan tndikator Kineria
Sasaran yaitu Nilai/predikat AKIP dengan pengukuran sebagai berikut :

Berdasarakan hasil penilaian laporan AKIP ke Kemenpan RB.



3.3. Evaluasl dan Anallsls Capaian Kinerja

Dalam laporan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target kegiatan dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja Utama,

dan penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

kinerja utama yang ditetapkan. Hasil evaluasi kine{a triwulan II Tahun

Anggaran 2018 terhadap Indikator Kinerja Sasaran dapat kami sqiikan

sebagai berikut:

Tabefl O.S
CsDdail Btac{a Tdrrrlsr I

Irhes Pertubungaa
Kebupaten Eulu Suagii Selrte!

ro sA86nA!l
slmtrreEi

ITDII TOR
KfEnrIA
sA;BrnaI{

saTg*il TANG T

"ASI'ITAI|

TrugI'IAIT
TTEGET

!rISUI.AI{ I
w

CAPAIAIT
l/"1

7 2 tl 4 t 5 7 8

I

Meaingkatnya
tata kelola lalu
liotae
angtsutar
dlmt/ialcn

Ptsrsentase
pemrru[aa tingkat
kecelakaan lalu
lintas angkutan
dlrnflinlnn

oa TtrI 2 2O,7Lo/o 48,2aVo

2

Menlageamya
tata kelola lalu
lintas

sungai dan
danau

Ferseitase
peaurunan tingkat
kecelakaas :

angkutaa sungni
dan danau

Vo O {tidat{
terjadiJ

TW2 ff/o U/o

3

Meniqgkatn]ra
kutrlitas
akuntabilitas
kinerJa
instansi
oemerintah

Nlalnrylfgt {$ nilai A ,'Tw2

Dari tabel di' atas',disarnpaikan evaluasi dan analisis hasit

capaian sebagai berilnrt: ', "

Pada Indihtoi l(inerj-a Sasaran yaitu Persentase penurunan

tingkat kecelakaan lalu fintas angkr-rtan darat/jalan hasil capaian

triwulan II Tahun Anggaran 2AW yaitu 48,28Vo dari target triwulan II
tahun 2OL9 sebesar 2A,7f/o.



: , 'Pada Indi&atorr,I(ilaerja "Sa*arer} ,,$aifir Nilai/predikat AKIP

3.4. Akurtabilltas Keuangaa

' '"' ; ': 'lDrlam rangka menjqlaniqll fug4s-Pb am'mngsi serta

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan

64bqp Hulu Sung4i Selatqn melakeqrrakqp,pro-grffi,'del],kegratan

yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan
', 

:Anggaran (DPA) Drnas Perhrrbungan Kabu$aten, Hulu,Sungai Selatan

Tahun Anggaran zALg dengan jumlah Anggaran Rp. 2.821.t74.6OO,-

dan capaian realisasi untlik'tri ,lI fahun Anggaran 2OLg

dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Pada Indikator Sasaran Kinerja yaitu Persentase penurunan

tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan sungai dan danau hasil capaian

triwulan II Tahun Anggaran 2AL9 sebesar O% (tidak terjadi) dari target

triwulan II O% (tidak terjadi).

,' ' , Tiie1.8.5.,
:: r t, i Realtsasf elgalit'Trfrrrlal tr Tahun Aagraraa 2019

.:''.: rl:,: r ' .;. Dtnes Perhutruagea Kab. HSA

Ito SASARAT
Sf,RATEGIS

IIYDIKATOR
KII{ER.'A
SASARAI{

STRATBGIS

:::
PROGRAU TEGIATAI{

PAGU
AITGGARAI|

lRpl

CAPAIAIT

REALISASI
lRpl

Ys

1

Meningftatnya
tata kelola lalu

listas
anglutan

darat/jalan

Persentase
penr.rrunan

tingkat
kecelakaan
lalu lintas
angkutan

darat/jalan

Peagendalian
dan

pengamaffm
lalu lintas

Uji kelaiakan
sarana transportasi
guna keselamatan
pemrmpsng

501.144.000 43.435.000 8,670/o

Pengadaarr rambu-
rambu lalu lintas
danAPIII

r54.900.0o0 t63.400.ooo i9,Q*/o

Pengadaan marka
jalan

168.500.OO0 166.900.OOO 99,05%



Pengadaan rambu
dan
spanduk/baliho di
tempat-tempat

30.ooo.oo0 5.190.000 17,sff/o

2

Meniaglatoya
tata kelola lalu

lintas
angftutan

sungai dan
danau

Persentase
penurunan

tingkat
kecelakaan
lalu lintas
angkutan

sungai dan
danqrr

Pengendalian
dan
pengamuman
lalu lintas
anglutan
sungai darr
danau

Pemeliharaan
rambu lalu lintas
sungai dan danau

10.000.000 o o

Pembangunan
dermaga

352.979.70,0 o o

3 ekuatabititas
kinerja
igstau{d

I,eoerfurtah

{

Nilai
lpredikat

AKIP

Peningfuatan
perencanaan,

pelaporao
cryai8l}

kie€rjadam
kerrsnssn

Penyusunan
dokumen keungan

4.825.0O0 o 0

Feoyuxrnan
dokimmAKIP

4.796.000 0 o

Felayanan
administfasi
perkmtore

Fenyediaan jasa
drn sdministresi
karrtcr

115.458.000 16.944.75A 14,68/o

Penyediaaa jasa
komurrikasi,
sumber daya air
derl lis&:ik

74.400.(x10 21.O15.084 28,250/o

Feryebartrasaa
informa.sd Trrps
Pokok dan F\rngsi
SKPD

l4.o00.ooo o o

Fenyediaaa
makanaa dan
minuman

28.620.000 4.90.OOO L7,440/o

Feo@iaanjasa
tenagep€ndulilrrg
adainistrasiltehis
perkantoraa ':

342.650.@O 160-053.50S 46,71o/o

ieryaf-rqaf
koordinasi,
konsultasi dan
lapangan

m.tr8.569 t44.3,f"f.ffi 49,6fr6

Penyediaan jasa
pralatandm

25.718.40S 2.42t.AOO 9,41o/o

renlASat
pelqilerl

perar4kat
daemb

Felayanan kinerja
perangfiat daerah

447./IOO:OOO 148.125_OOO 33,Llo/o

AbdiYasaTeladan 24.100.{X}O o o

hieau pelqier
pelqpor
keslamatan
bertahr lintas'

27-235,NO o o

Feoy€Ieo*araa$
UlahanaTata
Nugreha {wTN}

25..+4O.OOO 9.OOO.OOO 17,3@/o

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dan

fisiknya sudah ada yang mencapai 1OO%.

3.5. Prestasl y?ng pernah dtrath

a. Penghargaan dalam bentuk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

2013.

b. Penghargaan dalam bentuk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun
).o14



c. Penghargaan dalam benhrk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

2015.

d. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 dengan kategori

kabupaten kota terbaik.

e. Penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2015

dengan kategori jumlah penduduk dibawah 1 juta jiwa.

Peringkat ke III femil],.!.$,P.elAi-91felopgr,Keselamatan Berlalu Lintas

Tingkat Provinsi Tahun 2OL7.

, '.i

1,,.

ft:.. :1,1,,.';.,]i



BAB TV

PEIIUTUP

l.a.poran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama triwulan II Tahun

Anggaran 2AW Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2Al9 ini merupakan pertanggungiawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Govcrnance) Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2}lg sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Perhubungan K-a.bupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

zOLg ini dapat dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telatr dicapai baik

berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis

kineda yang mencerrninka$ keberhasilan dan kegagalan.

Hal tersebut menur{ukkan bahwa perencanaan Dinas Perhub.ungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif

dan efusien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Misi

dan Visi Kabupaten Hulu Suagai Selatan.

Dengan La.poran Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2}lg ini
diharapkan dapat memberikan gambaran Kineda Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebogai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Juli 2019

Plt. Kepala Dinas,

,iluFANr,M.AP.
Penata Muda Utama

69Ers*
l-1{--=3'q

NrP. 19611016 198503 1007
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINIAS PERHUBUNGAN
Jalan Aluh ldutNo. 58 Telp.ffax (0517) 2rc37

Website http : I I dishub.hulusungaiselatankab. go,id
E-Mail : dishub.hulusungaiselatan@gnail.com

KAI\IDAIYGAI\I (7 L2I2)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 011 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SEI,ATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kerja dan
efektivitas Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, dipandang perlu dibuat Standar Operasional
Prosedur Pen5rusunannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
asaal;

Mengingat : 1.

3. Undang-undang Nomor L4 Tahun
Keterhnrkaan Informasi hrblik.

2008 tentang

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahrun 2OOg tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan {kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

b.

2.



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1 ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Ind.onesia Tahun 20 15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567el.;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

9. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang
PePelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik.

1 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2OL4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLl
terrtang Pernberrtukan Produk Hulnrm Daerah tBerita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 69al,;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);

l4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2OL2 tentang
Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan ;

L5.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

l6.Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6L Tahun
2016 tentang T\rgas Pokok, Fungsi, Rincian T\rgas dan Tata
Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2OL6 Nomor 62).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
Laporan yang berisi ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanlia negeraf artggaran pendapatan
dan belanja daerah.

BAB II
STANDAR O PERASIONAL PRO SEDUR PEYUSUNAN LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

N ,I KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pasal 2

(U Kepala Sub Bagran Umum melaksanakan Pencatatan Surat
Permintaan Bupati tentang Pen5rusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dan menyerahkan kepala Kepala Dinas melalui Sekretaris.

{21 Berdasarkan surat Permintaan Bupati tentang Pen5rusunan
l.a.poran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas memberikan arahan kepada
Sekretaris selaku Koordinator Pen5rusunan untuk segera di
Tindak Lanjuti.

(3) Sekretaris Menyerahkan Copy surat Bupati Kepada Kepala Sub
Bagran Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya diserahkan
kepada para Kepala Bidang dan Ka Sub Bag terkait guna diproses
lebih laniut.



(U

(21

Pasal 3

Para Kepala Bidang men5rusLrn dan memberikan konsep serta
bahan LAK|IP kepada Seknetaris.

Sekretaris bersama staf terkait mempelajari, mengkoreksi konsep
dan bahan LAKjIP dari bidang-bidang dengan berpedoman pada
Ketentuan dan peraturan ya.ng berlaku.

Sekretaris mengembalikan konsep dan bahan LAKjIP yang
diajukan kepada bidang-bidang apabila terdapat kekeliruan atau
ada hal-hal yang harus diperbaiki, ditambah atau disesuaikan.

Setelah diperbaiki oleh para Kepala Bidang dan dipandang sudah
cukup memenuhi ketentuan, Sekrataris menyerahkan konsep
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Kepala Dinas melakukan korektif terkait isi substantif
LAK|IP, dan apabila terdapat koreksi konsep naskah
dikembalikan kepada Sekretaris.

Apabila Kepala Dinas menyetrrjui atas naskah konsep
maka dibubuhkan paraf persetujuan dan diserahkan
Sekretaris.

Pasal 5

Sekretaris melakukan Korektif terkait dengan Tata Naskah Dinas
atas konsep LAI(|IP yarl;g telah mendapat persett{uan Kepala
Dinas.

Apabila Sekretaris menyetujui atas naskah konsep LAKjlP, maka
dibubuhkan paraf persetujuan dan diserahkan kepada Staf
Pembantu, untuk dilakukan pengetikan final naskah LAK|IP.

Pasal 6
Naskah linal LAKjIP dikoreksi akhir oleh Sekretaris berserta Staf
Pembantrr untuk kemudian diafukan kepada Kepala Dinas untuk
ditanda tangani.

Pasal 7
Naskah final LAKjIP yang ditanda tangani Kepala Dinas, disampaikan
kepada Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian untuk diberikan
pengadministrasian dan selanjutnya didistribusikan kepada Bupati
dan Instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang belum diatur dalam
Peraturan Kepala Dinas ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(3)

(4)

(1)

(2t

(1)

(2t

konsep
LAKJIP

I,AKJIP,
kepada



Pasal 9

Perattrran Kepala Dinas ini mulai berlalrtr pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi Itundangan
pada tanggal 26 Juni 2018

Pembina Utama Muda
NrP. 19590316 199103 1 001

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan)di Kandangan.

2. Inspekhrr Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan
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